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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 47 TAHUN 1994
TENTANG

BADAN PERTIMBANGAN JABATAN TINGKAT NHASIOHAL

PRESIDENI REPUBLIK INDOHESIA,

: bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 11

*

Peraturan Pemerintah MNomor 15 Tahun 19%4 tentang

Pengangkatan Pegawai lNegeri Sipil Dalam Jabatan

Struktural, dipandang perlu membentuk Badan

Pertimbangan Jabatan Tingkat llasional;

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

1.

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok kepegawaian (Lenbaran Hegara Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3Jo4q1); '

3. Peraéuran Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994

tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil
Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara
Tahun 1994 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 1546);

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
DADAN PERTIMBANGAN JABATAN TINGHAT NASIONAL.

Paéal 1

Membentuk Badan Pertimbangan Jabatan Tingkat Na-
sional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung

jawab langsung kepada Presiden.

Pasal 2

Tugas Pokok Badan Pertimbangan Jabatan Tingkat
Nasional adalah memberikan pertimbangan kepada

Presiden ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Presiden dalam pengangkatan dan pemindahan dalam

dan dari jabatan struktural Eselon I, dan peng-

angkatan dalam jabatan di lingkungan Badan Usaha
Milikx HNegara tertentu Yyang penetapannya dilakukan

oleh atau dengan persetujuan Presiden.

Pasal 3

(1) Keanggotaan Badan Pertimbangan Jabatan Ting-
kat Hasional terdiri dari Ketua, Anggota dan

Sekretaris.

(2) Badan Pertimbangan Jabatan Tingkat Nasional
terdiri dari

a. Wakil Presiden sebagal Ketua;

b. Menteri Negara Sekretaris HNegara sebagai
Anggota;

Menteri Negara Sekretaris Kabinet sebagail

Anggota;
d. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Ne-
gara sebagai Anggota;
Kepala Dadan Koordinasi Intelijen Negara
sebagai Anggota;

f. Kepala Badan Administrasi Képeqawaian Ne-

gara sebagai Sekretaris.

(1) Sekretaris memimpin Sekretariat yang secara

fungsional dilaksanakan oleh satuan kerja
yang telah ada di lingkungan Badan Adminis-~

trasi Kepegawaian Negara.

Pasal 4
Tata cara pengusulan calon pejabat struktural

Eselon I dan di lingkungan Badan Usaha HMilik

Negara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2 dilaksanakan sebagai berikut
a. Menteri, ...
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a. Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Peme-
rintah lon Departemen atau Sekretaris Jenderal

Lembaga Tertinggi/Tinggi llegara mengusulkan
(tiga orang calon lepada Presiden dengan tem-
busan kepada DBadan Pertimbangan Jabatan Ting-

kat lNasional,

b. Dalam hal penganghkatan Sehkretaris Jenderal

Lembaga Tertinggi/Tinggi Hegyara, usul sebagai-

mana dimaksud dalam huruf a diajukan oleh

Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggl tlegara yang

bersangkutan.

Pengajuan calon disertai dengan penjelasan

mengenal '

1) Uraian tugas jabatan Eseclon I atau jabatan
dalam Badan Usaha Milik iegara tertentu

yang akan diduduki oleh «alon.

2) Riwayat hidup calon, yang nemuat

a) Riwayat jabatan;

b) Riwayat pendidikan;

c) Riwayat kepangkatan.

d) Riwayat penugasan ldginnya, baik yang
langsung maupun yang tidak langsung ber-
kaitan dengan jabatan.

3) Penilaian umum tentang wawasan dan prestasi
kerja seltiap calon scbagaimana diuraikan

dalam penilajian pelaksanaan tugas.

Pasal 5

(1) Sidang Badan Pertimbangan Jabatan Tingkat
Nasional diadakan sekali setiap bulan atau

sewaktu-waktu apabila dipandang perlu oleh

Ketua Badan.

(2) Sidang
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sidang Badan Pertimbangan Jabatan Tinglkac
Nasional sekurang-kurangnya dihadirli oleh

Ketua, 2 (dua) orang Anggote dan Sehretaris.

Dalam mempertimbangkan calon pejabat struk-

tural Eselon I dan di linghungan Badan Useahe

Milik HNegara tertentu, Badan Pertimbangan
Jabatan Tingkat lNasional mendengar penjelas-
an para Pejabat penjusul sebagaimana dinalsud

dalam Pasal 4 huruf a dan b.

Dalam mengambil keputusan, Badan Pertimbangan
Jabatan Tingkat !Nasional mempertinbangkan

hal-hal sebagal berikut

a. pengembangan karier Pegawal Hegeri Sipil
di instansi dan pegawal di lingkungan Ba-
dan Usaha Milikx MNegare tertentu Yyang

bersangkutan;

b. ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal
5 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994
tentang Pengangkatan Pegawal MNegeri Sipil
Dalam Jabatan Struktural, bagi pengangkat-

an dalam Jjabatan Esclon I

c. pengkajian terhadap bahan-bahan sebagai-

mana ditetapkan dalam Pasal 4 huruf c
angka 2 dan angka J.

Dalam memberikan perlimbangan, Badan Pertin-

bangan Jabatan Tingkalt Naslonal tidak terikat

pada urutan calon yang diusulkan.

Pasal 6

Ketua Badan Pertimbangan Jabatan Tingkat

Nasional menyampaikan secara tertulis hasil

pertimbangannya
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pertimbangannya lepada presiden dengan dis=ar-
tai alasan-alasannya.
(2} Penyampaian pertimbangan sebagaimana dinaksud

dalam ayat (1) dilakukan selambat-lanbatnya

satu minggu setelah Badan Pertimbangan Jabat-

an Tingrat Hasional mengansbil beputusan.

Pasal 7

Usul pengangkatan dalam jabatan strukturdal Eselon

I oleh Pejabat yang berwenang, sejauh menyangkut

Prajurit Angkatan Bersenjata Republix Indonesia

(ABRI) yang ditugashkaryakan dilakuran setelah

dipenuhinya syarat sebagalmann ditetapkan dalam

peraturan Pemerintah lomor 15 Tahun 1994

Pengangkatan Pegawal legeri %ipil Dalam Jabatan

tentang

Struktural.

Pasal &8
Biaya yang diperlukan dalam nclaksanaan tugas

Badan Pertimbangan Jabatan Tingkat Naslional

dibebankan pada anggavan belanja Badan Adminis-

Lrasi Kepegawaian Negara.

Ketentuan tentang tata kerja dJdan pembagian tugas

di lingkungan Badan Pertimbangan Jabatan Tingkat

Nasional diatur lebih lanjut oleh Ketua Badan.

Pasal 10



eoutusan Presiden ini mulai berlaru peda tanygal

ditetapkan.

Salinan sesual aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hulkum
dan perundang-undangan

u.b.
hgpﬁ&a Daglan Peneclitian
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Pasal 10

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal G Jull 1994

PRESIDEN REPUBLIKX INDONHESIA

ttd.
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